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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakam:: dan Rumusan Masalah 

Krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1 ~97. Krisis ini disebabkan oleh 

akumu1asi persoalan yang teijadi di luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, krisis 

ekonomi yang teijadi di Indonesia merupakan imbas dari krisis ekonomi yang 

melanda Asia Tenggara dan Asia Timur. Dari dalam negen, krisis dipicu oleh 

banyaknya utang pemerintah dan swasta yang telahjatuh tempo. 

Sebagai akiba1l1ya, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Nilai mata 

uang jatuh dan ekspor menurun. Banyak perusahaan tutup karena rendahnya 

pcnnintaan tcrhadap produk mereka. Pertumbuban ekonomi merosot dari 5% pada 

tahun 1998 men jadi 0 pada talmo i 999. Bahkan IMF memperkirakan tingkat 

pertumbuhan ekonorni akan mencapai -13% sampai dengan -15%. Mata nang mpiab 

anjlok dari Rp 2.300,- per satu dollar Amerika pada bulan Juli 1997 sesaat sebeium 

krisis menjadi Rp 15 .000,- per satu dollar Amerika pada tangga1 15 Juni 1998. 

[ncome perkapita pun tunm drastis dari US $ 1000 pada saat sebelum krisis menjadi 

US$ 400 pada tahun 19981
. 

1 M. Djuhari Wirakartakusumah dan Isnarti Hasan, Krisis Moneter d i Indonesia, Dampak Sosia.l yang 
Ditimbulkan dan Strategi Penaggulangannya, Depnakertrans, 
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Ada banyak cara yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi keterpurukan itu. 

Salah satunya, adalah membuka keran investasi bagi para pengusaba. Baik. pengusaba 

asing maupw1 dalam negeri . 

Dengan adanya investasi, maka modal asmg akan mengalir ke lndonesia. 

Menga1imya modal asing ini akan memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, investasi 

juga akan mengurangi pengangguran yang teJjadi akibat ditutupnya pemsabaan. 

Untuk itu, pemerintah harus melakllkan segala upaya untuk menarik investor agar 

mau menanamkan modal di Indonesia. Ini adalah suatu tantangan berat mengingat 

bahwa krisis ekonomi tidak hanya teijadi di negara kita. Karena krisis ekonomi 

terjadi secara global, maka negara-negara tetangga pun akan berusaha sekuat tenaga 

untuk menarik perhatian para investor. 

Sebelum melakukan investasi di suatu tempat, ada banyak hal yang menjadi 

bal1an pertimbangan para investor. Salah satunya adalah jaminan kepastian hukum. 

Kepastian hukum ini meliputi segala bidang. Mulai dari perijinan, sampai dengan 

hubungan keija. 

Kepastian hukwn ini diperlukan agar timbul rasa aman pada para investor. 

Sebagai orang yang akan menanamkan modal, -investor berharap modalnya dapat 

tems berkembang. Suatu usaha tidak akan dapat berkembang bila tidak ada peraturan 

hukum yang pasti . Apalagi, jaminan kepastian hukum termasuk saJah satu jaminan 

yang gencar dipromosikan oleh negara-negara tetangga kita dalam rangka menarik 

perhatian investor. Kepastian hukum ini perlu ditekankan terutama pada masalah 
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hubungan kerja . Sebab, hubungan ke1ja yang terjadi antara peke1ja dan pengusaha 

sangat menentukan produktivitas suatu perusahaan . 

Hubung.an kcrja scndiri adalah hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah 

diadakan pcrjanjian kerja oleh buruh dan majikan, di mana buruh menyatakan 

kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan rnenerima upah dan di mana 

majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperke1jakan bunth dengan 

membayar upah2 
. Dari definisi ini, terlihat bahawa ada dua pihak yang terlibat dalam 

hubungan kerja. Y aitu majikan atau pengusaha sebagai pemberi upah dan perintah 

serta pekerja sebagai penerima upah dan pe1aksana. Kondisi hubungan ini sangat 

dipengaruhi oleh posisi tawar masing-masing pihak. 

Sccara yuridis normatif kedudukan buruh adalah kuat, sebab Undang-Undang. 

scnantiasa menempatkan buruh sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban 

yang sebenamya tidak bisa dikurangi o1eb pihak majikan. 

Buruh secara sosial ekonomis sangat lemah, sebab buruh yang senantiasa 

membutuhkan suatu peketjaan untuk mendapatkan upah demi memenuhi kebutuhan 

ekonominya. Secara sosiologis, buruh pada umurnnya berasal dari kelompok yang 

tingkat pendidikannya agak minim, walaupun tidak dapat disangkal bahwa karena 

sulitnya mendapatkan pekerjaan, maka ada yang mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi, namun ingin bekerja sebagai buruh perusahaan. Dengan demikian, dalam 

hubungan sosial kernasyarakatan buruh dianggap rnempunyai posisi dibawah, sebab 

2 R Indiarsoro, S.H dan MJ. Saptenno, S.H, Hukum Perburuhan (Perlindungan Hukum bagi Tenaga 
Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Penerbit Karunia, Surabaya, J 996, hal 22 
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orang memakai ukuran pendidikan dan kekayaan unuk men~rukur status sosial 

seseorang. 

Posisi pekerja mengalami perubahan pada cmpat tahun terakhir. Dulu, pada masa 

orde baru, pekerja selalu menjadi pihak yang tenindas. Para ma_jikan, dengan 

kekuasaan dan modal yang ada padanya, bersikap sewenang-wenang terhadap kaum 

pekerja. Mereka menetapkan peraturan yang lebih memihak kepada majikan. Hal ini 

didukung dengan kedekatan para majikan terhadap pemerintah. Sehingga, setiap kali 

para pekerja ingin memperjuangkan hak-haknya, mereka selalu dihambat oleh 

pemerintah. 

Contoh sederhana, pada masa orde baru hanya dikenal satu serikat pekerja, yaitu 

SPSI (Serikat Pekeija Seluruh Indonesia). Serikat pckerja ini berfungsi untuk 

menyalurkan aspirasi para pekerja. Namun, serikat pekerja tnt tidak dapat 

menyalurkan aspirasi pekerja secara mumi sebab semua kegiatannya diawasi dan 

difasilitasi oleh pemerintah. 

Keadaan ini berbalik seratus delapan puluh derajat ketika orde baru tumbang dan 

digantikan oleh orde refonnasi . Posisi tawar pengusaha merosot. Para pekerja, dengan 

mengatasnamakan reformasi, mulai berani menuntut hak -haknya. 

Salah satu sarana bagi pekerja lmtuk menutut haknya adalah mogok keija. Mogok 

kerja, sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 75 UU No. 25/1997, diJakukan 

apabila perselisihan industrial tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak yang 

berselisih dan atau tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan 

industrial. Oleh karena itu, mogok keija adalah senjata pamungkas para pekerja 
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apabila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pengusaha. Para pekerja pun mengakui hal 

itu. ' 'Mogok keija kami lakukan agar tuntutan kami mendapat tanggapan dan 

perhatian dari pihak menejemen" ujar Adam, koordinator aksi mogok keija sopir bus 

PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta, Kalimantan Timur, Selasa, 18 Juli 2000.3 

Hingga akhir tahun 2000, angka pemogokan buruh mencapai 324 kasus .4 Angka 

ini menunjukkan bahwa tidak ·memiliki altematif lain, baik mengenai cara 

memperjuangkan tuntutan maupun pemecahan pragmatis pemenuhan kebutuhan 

hidup mefeka. 

Jika dilihat secara garis besar, pemogokan pada dasamya terjadi karena adanya 

ganjalan atau ketidakhannonisan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Adanya 

tuntutan yang diajukan pekeija, yang tidak ditanggapi atau tidak dapat dipenuhi oleh 

pengusaha seringkali menimbulkan gejolak dan konflik yang dukuti oleh 

pemogokan.5 

Adapun hal-hal yang menjadi hmtutan para pekerja dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :f' 

~ Ant/lma, Puluhan Sapir PT. Kaltim Prima Coal Mogok Kerja, Kompas Cyber Media, 19 Juli 2000 . 
. . . , Mogok ditengah Transisi Demokrari, 

: Jp, Aksi Unjuk Rasa dan Dilema Perburuhan Kita, e-psikol.ogi.com, 2000 
.. . , loc. cit. 
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Tabell. Jumlah Pemogokan Buruh di I11donesia tahun 2000 

Dari tahel tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan dalam hal ini berupa upah adalah 

masalab yang rawan. T1.mtutan untuk memperbaiki kesejahtcraan akan selalu menjadi 

ttmtutan para buruh mengingat bahwa hal tersebut merupakan kebuttthan dasar yang 

hams rnpenuhi agar pekerja dapat tennotivasi untuk beketja dengan baik, seperti yang 

dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam teori Hirarki Kebutuhan (Hierarchy of 

Needs Theory). Jika mengambil teori Hirarki Kebutul1an dari Abraham Maslow maka 

faktor-faktor yang dapat mempemgaruhi motivasi dan produJ...1ivitas pekerja adalah : 

Physiological (kebutuhan fisik) adalah : upah, rumah, sandang. 
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Safety (kebutuhan akan rasa aman) adalah : jabatan, kepastian karir, status 

kcqa yangjelas. 

Social (kebuh1han atas hubungan sosial/kasih sayang) adalah : hubungan 

interpersonal antar rekan kerja, atasan dan bawahan, dan iklim kerja. 

Esteem (kebutuhan atas pengakuan/dihargai) adalah : penghargaan 

perusahaan terhadap individu atas kineija atau hasil usahanya, pemberian 

otonomi. 

Self actualization (kebutuhan aktualisasi diri) : kesempatan untuk 

mengembangk.an kreatifitas dan perwujudan diri/professionalisme. 

Berdasarkan hirarki tersebut, maka dapat dipastikan bahwa jika kebutuhan 

dasar/tisik buruh belum terpenuhi, gejolak dan konflik dalarn hubungan industrial 

masih akan terjadi7
. 

Disisi lain, para pengusaha sedang menghadapi dilema akibat krisis multidimensi . 

Jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan pekeija sebagaimana yang dituntut 

oleh para pekerja, untuk dapat mempertahankan eksistensi usahanya saja sudah 

sangat sulit. Meskipun tidak diingk.ari bahwa ada juga beberapa pengusaha yang 

tidak/ belum mau mengakomodir keinginan para pekerjanya agar diperlakukan 

sebagai mitra sejajar dalam kegiatan produksi perusahaannya. 

Jika diperhatikan dengan cermat, ada beberapa alasan mengapa para pengusal1a 

tidak mau berunding dengan para buruh jika terjadi tuntutan : 

7 Jp, loc.cit. 
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Ket]dakmampuan pengusaha (dalam hal 1111 diwakili olch pihak 

manajemen) dalam memcnuhi tuntutan pekcqa scbagai akibat dari 

rendalmya produktivitas atau dcfi sit keuangan yang dialami perusahaan. 

Adanya fakta-fakta yang ditcmukan olch pcngusaha bahwa aksi 

pemogokan bukan mum1 mcmpakan aspirasi seluruh pekeija di 

perusahaan tersebut tetapi merupakan provokasi pihak lain. Hal im dapat 

dibuktik:m dengan adanya kasus bahwa para pekerja yang mogok keija 

tidak tahu apa yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Mereka ikut 

dalam aksi tersebut karena dipaksa. 

Pengusaha sengaja tidak mcrespons keint,>inan para pekerja karena 

pengusaha menganggap scandamya tcqadi mogok , maka perusahaan dapat 

ditutup untuk sementara sampai kcadaan menjadi reda; selanjutnya 

perusahaan dibuka kembali dengan merekrut pekeija baru. 

Pengusaha membiarkan mogok kerja terjadi untuk kemudian dilak.llk:an 

PHK. Dalam banyak kasus pengusaha yang melakukan hal tersebut tidak 

mendapat sanksi apapw1 dari pihak terkait (Depnakertrans) sebagai akibat 

dari lemalmya penegakan buh1m (law enji)rcement) di Indonesia. 

Tuntutan pekerja secara baik-baik tanpa disertai mogok seringkali diabaikan atau 

tidak direspons oleb pengusaha karena pengusaba beranggapan bahwa nantinya 

tuntutan tersebut akan hilang dengan sendirirlya. Dalam hal ini pengusaha seringkali 
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ter1a1u percaya diri atau terlaJu yakin bahwa sistem yang dijaJankan pemsahaannya 

adalah yang terbaik sehingga tidak perlu lagi mendengarkan tuntutan pekerja. H 

Sebenarnya, mogok merupakan bak para pekeija. HaJ itu dijamin oleh UU No . 

2511997 pasal 74. Secara implisit, pemogokan juga dijamin oleh Pasal 6 Undanl.!-

undang No. 22/1957 . Akan tetapi, pelaksaan hak itu seharusnya tidak merugikan 

pihak lain. Pada banyak kasus, mogok kerja mengakibatkan kerugian finansial bagi 

perusahaan . 

Sebagai contoh, kerugian yang dialami PT. KPC akibat pemogokan yang 

dilakukan oleh 600 karyawannya sehingga tidak bisa beroperasi rnencapai Rp 1 ,8 

milyar perhari. Padahal, pemogokan tersebut sudah berlangsung selama tiga hari. 

Jadi, jika dihitung, kerugian total yang diderita oleh PT. KPC sebanyak Rp 5,4 

milvar.9 

Nasib serupa diaJami oleh PT Surya Intrindo Makrnur (SIM) Tbk, PT Fortune 

Mate Indonesia Tbk, PT Langgeng Makmur Tbk, PT Siantar Top Tbk, dan PT Kasogi 

Tbk dan satu perusaJ1aan bel urn go public, yaitu PT Tong Chuang Indonesia. Puluhan 

ribu pekeija pabrik di kelima perusabaan tersebut melakukan aksi mogok kerja 

selama empat hari terhitung tanggal24 November 2000. 

Presdir PT SIM Tbk, Tjandra M GozaJi, mengatakan jika aksi mogok keija itu 

berlangsung terus hingga seminggu atau sepuluh hari mendatang ancaman kerugian 

8 Ibid 
9 Ant!Ima, loc.cit. 
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yang ditimbulkan pasti akan mencapa1 tahapan yang cukup senus dan sulit 

dipulihkan. 

Karena dengan sehari saJa mogok, kerugian pada setiap perusahaan dapat 

mencapai Rp 1 milyar. "Sehingga jika mogok berlangsung hingga sepulub hari maka 

kerugian dapat membengkak menjadi Rp 10 milyar" . 

Bisa dibayangkan kalau hal tersebut terjadi pada enam perusabaan, tambab dia. 

Menurut Tjandra, kerugian yang saat ini d.ialan1i masih bisa ditutupi dengan ketja 

lembur schingga t:idak sampai merugikan perusahaan mauptm pembeli. 10 

Aksi mogok tidak hanya merugikan pengusaha. Pada kasus tertentu, aksi mogok 

juga merugikan negara. Contohnya, pada aksi mogok yang dilakukan oleb 25.000 

peketja PI Gudang Garam. Aksi yang dilakukan akhir Maret 2000 ini menyebabkan 

negara kehilangan pendapatan dari cukai dan pajak penjualan (Ppn) senilaiRp 240 

.1 t t mr yar. 

Apabila aksi mogok itu terns dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi 

perekonomian Indonesia. Para investor yang ingin mcnanamkan modal di Indonesia 

akan mengurungkan niatnya. Bahkan, para investor yang sudah masuk pun banyak 

yang sudab bengkang ke Cina, Vietnam atau negara-negara lain yang dinilai aman 

bagi usaha investasi mereka. 12 

Hal ini diakui oleh pengamat ekonomi Dr. Sri Mulyani Indrawati, S.E. "Mengenai 

keluarnya beberapa perusabaan ke Juar negeri itu bisa terlibat sekali di datanya. 

10 5 Emiten di Jatim 'Digoyang 'Aksi Pemogokan Massa/, Kompas Cyber Media, 28 November 2000 
11 Mogok Ditengah Trasnsisi Demokrasi, loc.cit 
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Dahtrn ncraca pcmbayaran FDl (Foreign Direcl Jnveslmenl) telah terjadi kondisi di 

man;~ pcrusahaan telah keluar secara terus menerus selama empat tahun terakhir ini 

dan jumlahnya sudah sangat mengkhawatirkan." 13 

Mcmang, Sri Mulyani tidak menunjuk aksi peketja sebagai penyebab utama 

larinya investasi . Akan tetapi , Sri Mulyanj rnengakui bahwa aksi peketja turut 

berperan menyebabkan rendalmya investasi di Indonesia. "Kalau penyebabnya adalah 

buruh, saya kira tidak fair juga. Karena memang penyebabnya banyak sekali . Bisa 

karena nilai tukamya, masalah keamanan, atau mungkin karena otonomi daerah. 

Mereka mendapat beban-beban dari yang lain plus sekarang masalah buruh . .ladi, 

saya tidak katakan bahwa masalah satu-satunya adalah buruh. Tapi sekarang 

faktomya telab terakumulatif. Karena terakumulatif, sehingga agak susah lmtuk 

memisahkan mana yang menjadi faktor dominan penyebabnya."14 

Karena itulah, perlp adanya perlindtmgan hukum bagi para pengusaha. 

Perlindungan ini diperlukan untuk merangsang kembali iklim investasi yang pada 

akhimya akan rnernulihkan perekonornian Indonesia. 

Sebenamya, cara menyampaikan pendapat dengan mogok ketja bukanlah hal 

baru. Mogok kerja sudah dikenal sejak dikeluarkan UU No. 22/1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Akan tetapi, istilalmya bukan pemogokan, 

melainkan tindakan. Hal itu dinyatakan pada Pasal 1 ayat (I) huruf d, yang berbunyi : 

12 Jp, loc. cit. 
13 Sri Mulyani : Pemerintah Plin-Pian Selesaikan Persoalan Buruh, hukumonline.com, 2001. 
14 Ibid. 



12 

Tindakan tersehur pada Jlasa/ 6 undang-undong ini, ia/ah .m/ah satu dari 

perbuatan-perbuatan sehagai henkut : 

... 2) dari pihak humh : secom Jwldli/ llli'l1ghentikan pekeryaan alau 

memperlambat ja/annya peker/aan. sehagai okihm perse/isihan perbumhan, 

dilakukan dengan maksud untuk mmekan ul l m memhantu golongan buruh lain, 

menekan .•;11paya majikan menerima huhungon kerja . . \yarat-:-,yarat kerja danlatau 

keadaan perhuruhan: 

Jika dilihat lebih lanjut, yang dimaksudkan dengan ' tindakan' pada Pasal l UU No. 

22/1957 sama dengan 'mogok kerja ' yang dimaksud oleh Pasa] 1 angka 17 UU No. 

25/1997 maupun UUNo. 7 PRPS 1963 . 

lstilah 'mogok' sendiri sebenarnya baru dikenal sejak d1keluarkannya UU no. 7 

PRPS 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan di Perusahaan-

perusahaan, Jawatan-jawatan, dan Badan-badan yang v1tal. Akan tetapi, pada undang-

undang ini, para buruh tidak mempunyai hak untuk melakukan mogok keija. 

Sebaliknya, barangsiapa melakukan atau turut melak11kan pemogokan atau penutupan 

(lock out) di perusabaan, jawatan, atau badan yang dengan Keputusan Presiden 

dmyatakan vital, dihukum dengan kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda 

setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah. 15 

UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan memuat tatacara mogok bagi para 

pekerja. Bedanya, UU ini memberikan hak bagi pekerja untuk melakllkan 

pemogokan. Yang menjadi pertanyaan, apakah UU terse but juga memberikan 

15 UU No. 7 PRPS 1963 



perlindungan hukum bagi para pengusaha yang dirugikan dengan adanya mogok 

kerja. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka djsusunlah skripsi ini. 

Hul-..rwn adalah keadilan bagi semua pihak. Memang, tidak ada keadilan yang 

memuaskan bagi semua pihak. Sesuatu yang dianggap adil dan memuaskan bagi satu 

pihak belum tentu dianggap adil dan memuaskan bagi pihak lain . Unh1k itu perlu kita 

pikirkan suatu penyelesaian masalah yang menguntungkan bagi semua pihak, pekerja, 

pengusaha, dan pemerintab. 

Berbicara tentang perlindungan bukum selalu identik dengan penegakan hukwn. 

Penegakan hukurn terdiri dari pengawasan dan sanksi. Maka dari itu, timbullah 

permasalahan : 

Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Depnakertrans dalarn hal 

terjadinya pemogokan? 

Bagaimanakah mekanisme penjatuhan sanksi terhadap masalah mogok 

kerja? 

1.1 Penjelasan Judul 

Dari judul yang dikemukaan, periu kiranya dilakukan penjelasan terhadap judul 

yang dimaksud. Penjelasan ini diperlukan agar tidak menimbulkan konotasi yang 

berbeda sekaligus sebagai pembatasan atas permasalahan yang sedang dibahas. 

Judul yang diajukan adalah 'Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Terhadap 

Mogok Kerja Ditinjau dari. UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan' 



14 

Pengertian Perlindungan Hukum menumt Garis-Garis Besa:r Halua:n Negara 

khususnya dala:m bidang bukum adala:h : 

Disebutkan bahwa, Perlindunga:n Hukum berintikan keadila:n dan kebena:ra:n, 

menumbuhkan dan dan mengembangkan disiplin nasional kepatuhan hukum serta 

tanggung jawab sosial pada setiap wa:rga nega:ra, memberi rasa ama:n dan tentera:m 

mendorong kreativitas dan pera:n akiif masya:rakat dalam pemba:nguna:n serta 

mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.16 

Adapun pengertian pengusaha menurut UU No. 25/1997 tenta:ng Ketenagakerjaan 

adalah: 

Pengusaha adala:h : 

a . Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik scndiri ; 

b. Orang perseorangan; persekuruan, atau badan hukurn yang seca:ra berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan mihknya; 

c . Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusabaa:n sebagaimana dimaksud da:lam buruf a dan 

huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Pengertian Mogok Keija berdasa:rkan UU No. 2511997 tentang Ketenagakeijaan 

adalah : 

16 R Indiarsoro, SH dan MJ Saptenno, SH, M.Hum, op. cit, h. 12. 
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Mogok kerja adalah tindakan pekeJja secara bersama-sama menghentikan atau 

mernperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan perselisihan 

industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan peketja. 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Judul ini dipiiih karena perlindungan hukum terhadap pengusaha masih lemah. 

Memang, para pengusaha mempunyai posisi yang lebih kuat jika dibandingkan 

dengan para pekerja. Hal itu dikarenakan pengusahalah yang memiliki modal dan 

menjalankan perusahaan. Pengusaha jualah yang mempunyai wewenang lebill untuk 

melakuk:an pemutusan hubungan keija pada para pekeija yang dianggap 

'membangkang' . Oleh karena itu, para peketja seringkali dianggap mempunyai posisi 

tawar yang lebih rendal1 dan patut diberikan perlindungan hukum. 

Akan tetapi, keadaan itu berbalik seratus delapan ,puluh derajat ketika orde baru 

tumbang dan digantikan oleh orde reformasi. Para pekerja mulai berani memmtut 

hak-haknya. , sehingga posisi pengusaha pun tidak sekuat dulu . 

Kata ' perlindungan hukum' dipilih karena kata tersebut mengandung konotasi 

'kesetaraan'. Diharapkan, pengusaha dan peketja berada dalam posisi yang sederajat 

dan sejajar. Karena sebenarnya hubungan antara pengusal1a dan pekeija adalah saling 

membutubkan. Dalam bentuk hubungan seperti itu, tidak ada pihak yang memptmyai 

kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya. Masing-masing pihak tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. 

. ·· · '"-?' 
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Penf,'USaha dipilih karena selama ini hanya ada sedikit literatur yang membahas 

mengenai perlindungan hukum tcrhadap pengusaha. Selarna ini, yang menjadi obyek 

perlindungan hukwn adalah kaum pekerja. Hal ini dikarenakan posisi sosial dan 

ekonomis pekerja bcrada di bawah para pcngusaha. Akan tetapi , keadaan mulai 

berubah semenjak empat tahun terakhir ini . Karena itu, perlindungan bukum pun 

perlu diberikan kepada para pengusaha. Perlindungan Hukum terha@p pengusaba ini 

jug:1 dimaksudkan w1tuk merangsang iklim investasi di Indonesia . 

Pemilihan tema ' mogok kcrja' didasarkan atas pertimbangan bahwa mogok kerja 

meupakan kasus yang unik . Para pekerja berhak untuk mogok kerja. Padabal, mogok 

kerja sendiri, jika dibiarkan akan berakibat buruk baf,J} kedua belah pihak, pengusaha 

maupun pekerja. Apablla mogok kcrja dibiarkan, maka produktivitas akan terhenti. 

Jika pemogokan ini bcrlangsung tcrus menerus, maka perusahan akan terancam 

bangkrut karena tidak adanya produksi . Jika perusabaan bangkrut, para pekerja pun 

turut dirugikan karena tidak adanya lagi sumber pendapatan. Oleb karena itu, 

perlindungan bukum bagi pengusal1a perlu diadakan untuk mencegal1 berlanjutnya 

pemogokan yang pada akhimya merugikan kedua belah pihak. 

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dipilih sebagai 

dasar hukum berdasarkan pertimbangan babwa undang-undang ini merupakan produk 

bukum baru, sebingga isinya relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Undang­

undang ini juga memuat hak mogok bagi para pekerja, sehingga menarik untuk 

diteliti apakab undang-undang ini juga memberikan perlindungan bukum bagi para 

pengusaha. 
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Undang-undang ini ditunda keberlakukannya. Karena itu, penyusunan skripsi ini 

ditujukan sebagai langkah persiapan sebelum berlakunya undang-lmdang ini . 

1.3 Tujuan Penulisan 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai penul.is sehubungan dengan pembuatan skripsi 

ini Kedua tujuan ini dapat dipisahkan menjadi tttiuan akademik dan tujuan praktis . 

Tujuan akademik dari penul.isan ini adalah melengkapi tugas akhir dan merncnuhi 

persyaratan wajib dalam mencapai gelar satjana hukum. 

Sedangkan tujuan praktis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran demi 

terciptanya hubungan industrial yang adil dan setara. Baik kepada para pengusaha 

maupun kepada para pekerja. 

1.4 Metodologi Penulisan 

a. Pendekatan masalab 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pedekatan masalah secara 

yuridis-normatif. Y aitu penelitian yang melakukan pengkajian hukum dari 

permasalahan yang ada didasarkan atas esensi sistematika dan substansi dari 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

b. Sumber data 

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

( 
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Data primer adalah data yang sudab jadi dan bisa langsung digunakan. Dalam 

arti , data ini tidak lagi memerlukan pengolahan. Data primer yang digunakan 

yaitu aturan-aturan hukum yang sesuai dengan pennasalahan yang dikaji , 

seperti UU 

Sedangkan data sekunder adalah data yang untuk penggunaannya masih 

memerlukan pengolahan terlebih dahulu . Data sekunder yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah data kepustakaan dan data internet. 

Data kepustakaan yaitu data yang didapatkan dari buku-buku, majalah, koran, 

mapun pendapat dari para ahli tentang masalah ketenagakerjaan ataupun 

masalah perekonomian. 

Sedangkan data internet mempunyai muatan dan kedudukan yang sama 

dengan data kepustakaan . Perbedaannya terletak pada media sumber. Jika data 

kepustakaan berswnber dari bacaan yang diolah diatas kertas, maka data 

internet adalah bacaan yang disajikan secara virtual. 

c. Teknik pengumpulan dan pengolahan data 

Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Selain 

dari perudang-undangan yang berlaku, data dikumpulkan juga dari bahan 

bacaan lain yang terkait dengan masalah ini. 

Sementara unutk pengambilan data sekunder yang berasal dari internet, 

penulis menggunakan cara browing untuk selanjutnya didownload pada file­

file kbusus . 
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Data-data tersebut dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya 

diolah secara sistematis sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah. 

d. Analisa data 

Analisa data dilakukan dengan cara nonnatif kualitatif, yaitu mengkaitkan 

antara peraturan yang dikaji dengan pokok pennasalahan yang ada. Setelah 

data diolah dan dikumpulkan, lalu dianalisa secara kualitatif dengan mentiuk 

pada ketentuan penmdang-undangan yang ada melalui pengelaborasian m1sure 

dalam pasal dikaitkan dengan subst2si masalah yang dibahas. 

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika 

Pertanggungjawaban sisternatika ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah 

dalam memabami skripsi secara menyelurub. Pertanggungjawaban sistcmatika ini 

disajikan melalui uraian singkat yang terdiri dari empat bab. .. 

Bab I membabas tentang pendahuluan, Jatar belakang, dan rumusan masalal1. 

Pada bab inilah, pembaca dapat rnernperoleh gambaran secara singkat mengenai 

materi yang bendak dibahas pada skripsi ini. Bab ini rnerupakan pengantar yang 

bersifat umum. Disini tidak hanya dibahas mengenai masalah hukum, tetapi juga 

mengenai masalah perekonomian yang rnelatarbelakangi pemilihan tema ini. 

Pada bab II dibahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Depnakertrans 

dalam masalah pemogokan. Seperti yang kita ketallui, Depnakertrans adalah instansi 

yang mengatur masalah hubungan industrial. Seharusnya, Depnakertrans juga 
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rnernherikan perlindungan hukum hagi pcngusaha. Selain rnasalah 1tu, dibahas pula 

tatacara dan penycbab kcmogokan . 

Bah 111 membahas tentang sanksi yang akan dijatuhkan terhadap da1am masalah 

pemogokan. Pada hab ini akan dijclaskan kepada siapa sanksi diberikan, oleh siapa 

dan dalam hentuk apa. 

Bah IV adalah hab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bah ini akan herisi 

kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada hab sebelumnya. Selain itu, 

pada bah ini juga akan di sampaikan saran-saran yang dapat diaplikasikan sebagai 

sarana untuk rnemherikan perlindungan kepada para pengusaha. 



BAB II 

PENGA W ASAN OLEH 
DEPNAKERTRANS DALAM HAL 

TERJADINY A PEMOGOKAN 
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BARil 

PENGAWASAN OLEH DEPNAKERTRANS DALAM HAL TER.JADINYA 

PEMOGOKAN 

2.1 Alasan-alasan Melakukan Pemo2:okan 

Alasan-alasan melakukan pemogokan -sangat menentukan adanya perlindungan 

hukum bagi pengusaha. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 25 tahun 

1997, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

(I) Da/am hal mogok kerja dilakukan dengan a/m·an pengusaho tidak 

melaksanakan ketenluan yang bers{/at normatif yang sudah dwtur dalam 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraluran peru.whaan. 

atau kesepakatan kery·a bersama, pen&"Usaha wajib membayar upah selama 

pekerja mogok kerja sampai pengusaha melaksanakan kewajibannya. 

(2) Dalam hal mogok kerja dilakukan dengan alasan diluar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak diwajihkan memhayar 

upah selama pekerja mogok kerja .. 

Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap pengusaha 

akan d.iberikan jika mogok kerja dilakukan dengan alasan diluar ketentuan yang 

bersifat normatif. 

Dari rumusan pasal 77 (1) UU No. 25 tahun 1997 dapat disimpulkan bahwa 

ketentuan nonnatif yang d.imaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan, peljanjian keija, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja 

bersama. 

Jadi, apabila pekerja mengajukan tuntutan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, peijanjian ketja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan ke~ja 

bersama, maka pengusaha berhak untuk tidak: memberikan upah pada para pekerja. 

Untuk lebih jelasnya, tuntutan para peketja dapat kita libat pada tabel 2. Tuntutan 

tersebut merupak:an tuntutan yang diajukan oleh pekerja pada aksi mogok selama 

bulan Januari sampai dengan bulan Maret 200017
. 

I TUNTUTAN BULAN 
I JANU ARI FEBRUART MARET I 

II. Upalt 
! a. Upah Minimum Regional (UMR) 
' 

0 0 
b. Kenaikan upah melebihi UMR 5 0 0 
c . Slip gaji 0 0 0 
d. Upah sesuai rnasa kcrja I 0 0 
e. Skala upah 0 0 0 
f. Upah berkala 0 0 0 
g. Upah sundulan 0 0 0 
h. Menolak potongan upah 2 0 0 
i. Upah lembur 3 0 0 

2. Hubungan Kerja 
a. Kejelasan status 5 0 0 
b. T olak sistem borom~an I 0 0 
c. T olak I em bur paksa 5 0 0 
d. Tolak mutasi 0 0 0 

3. Organisasi 
a. Bentuk SPSI 2 0 0 
b. Bubarkan pengurus SPSI 0 0 0 
c. Ak:tifkan kepengurusan 0 0 0 
d. Ganti pengurus SPSI 0 0 0 

17 Lanny Ramli, Implementasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Amrta Vol. 3 No. 2, Surabaya, 
2002, h. 135, 
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4. Tunjangan 
a. Uang makan 

I b. Uang/ fasilitas transport 
I c. Premi hadir 

d. Shift 
e. lnsentif/ bonus 
f. Prestasi 
g. Jabatan 
h. Seragam 
i. Perumahan 
j . Servis 

5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
a. Tolak dipekerjakan kembali 
b. Dipekeijakan kembali 
c. Minta Pemutusan Hubungan Kerja 

I 
d. Minta pesangon 

1

6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
, a . Jaminan kecelakaan kerja 

I 
b . .lam.inan kematian 
c. Jaminan hari tua 
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan 
e. Kartu Jamsostek 
f. Uang Jamsostek 

! 7. Cuti 
t a . Cuti haid 

l 
b. Cuti harnil 
c. Cuti melahirkan 

1 d. Cuti tahunan 
1 e. Cuti hari raya/ libur 

8. Tunjangan Hari Raya 

9. Tolak Putusan P J)IP ,JJ 

10. Pelaksanaan Putusan P J)IP J 

11. Penggantian Manajemen 

6 

1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
0 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
1 

1 

5 

5 

I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

23 



24 

I 
! 12. f(l.\ililas 1\eamallllll A"t•rja 0 0 0 
I 
I 13. Fasilitas Kesehatau 0 0 0 
I 
I 14. Fasilitas I badalt 0 0 0 

115. Pe11>iull 

I 6. So/idaritas Ternan 

0 0 0 

0 0 

17. A/at Kesela11wtan Kerja 0 0 0 

18. Lain-lain 9 3 

JUMLAH KASUS 26 5 4 

Sumber : LBH Surabaya 

Dan kasus-kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa tuntutan para pekerja 

terulama berkisar pada masalah kesejahteraan, hubungan keija, kebebasan berserikat, 

dan PHK. 

a. Kesejahteraan 

Kesejahteraan pekerja, menurut Pasal I angka (24) UU No. 25 tahun 1997 adalah 

suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 

rohaniah, baik selarna maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak 

langsung terkait dapat mempertinggi produktivitas kelja 

Kesejahteraan yang dituntut oleh pekeija, temasuk didalamnya masalah upah, 

tunjangan, dan Jamsostek. Akan tetapi, pembahasan dipusatkan pada masalah upab, 

karena upah lah yang paling banyak dituntut oleh pekerja. 



y _) 

Upah, menurut ketenh1an Pasal I angka (23) Undang-undang Nomor 25 iahun 

1997, adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang scbagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekeija atas suatu pckc~jaan atau jasa yang Ielah atau 

akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan mcnurut suatu pcrjanj ian kcr:ia, 

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 1ermasuk 1unjangan bagi pekerja 

dan keluarganya. 

Upah selalu menjadi pertentangan antara pekerja dan pengusaha. Di satu sisi , para 

pekeija menuntut upah yang tinggi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi 

lain, pengusaba tidak bisa dengan serta merta memenuhi tuntutan para pekerja karena 

keadaan keuangan perusahaan sendiri belum mencukupi . 

Masalah upah memang merupakan masalah yang rawan . Karena itu, pasal 115 

ayat (1) UU No. 25 tahun 1997. mengharuskan d1bcntuknya Dewan Pengupahan 

Tingkat Nasional dan Daerah untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam 

penetapan kebijakan pengupahan. 

Dalam Pasal 115 ayat (2) ditentukan bahwa anggota Dewan Pengupahan terdiri 

dari wakil pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi dan 

pakar. Dari proses itu dapat disimpulkan bahwa penetapan upah dilakukan secara 

tripartit antara pemerintah, pekeija dan pengusaha. 

Setelah mendengarkan saran dari Dewan Pengupahan, pemerintah menetapkan 

upah minimum. Penetetapan upah minimum oleh pemerintah bertujuan agar upah 

yang diterima oleh pekerja tidak terlampau rendah. 
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Berhubung UU No. 2511997 belum berlaku, maka ketentuan yang d1pakai adalah 

Peraturan Pemerintah No. 8 talmn 1981 tetnang perlindungan upah. Ketentuan 

pelaksanaan terbaru tentang upah adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 

07 /MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. 

Dalam ketentuan ini, disebutkan bahwa :18 

1. Tennasuk komponen Upah adalah : 

Upah pokok; merupakan imbalan dasar yang cbbayarkan kepada burub 

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian; 

Tunjangan tetap; suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang diben"kan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang 

dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, 

tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan,. tunjangan kemahalan. 

Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan 

pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain 

tunjangan tersebut diberikan tanpa rnengindahkan kehadiran buruh dan 

diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok; 

T unjangan tidak tetap; suatu pembayaran yang secara langsung maupun 

tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap 

18 Lalu Husni, S.H, M . Hum, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2001 , h. I 09. 
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bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan 

pembayaran upah pokok. 

2. Tidak terrnasuk komponen upah : 

Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang 

bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan burub, seperti 

fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, 

sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi , kantin dan sejenisnya; 

Bonus; pemb~yaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan 

atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau 

karena peningkatan produktivitas; 

Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya. 

Beberapa tahun terakhir ini upah minimum (UMR) ditetapkan sesuai dengan 

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Dengan acuan KFM, tentunya pekerja akan hidup 

lebih layak daripada sekarang. Sebabnya, UMR ataupun KFM sekarang ini adalah 

sekitar 92% dari KHM (Kebutuhan Hidup Minimum). Artinya perusahaan-

perusahaan yang memakai patokan UMR harus menaikkan anggaran upah buruhnya 

paling sedikit 8%. 19 

UMP dan UMR hanyalah sebagian cara untuk menilai KHM. Beberapa 

komponen yang masuk dalam KHM antara lain kebutuhan makanan, minuman, bahan 

19 Marga Raharja, Kelik Prakoso, Alfred P Ginting, Bosan Malam Kerupuk Doang, Upah Buruh Atas 
Dasar KHM Berlaku Tiga Bulan Lagi, Kontan-online.com, Edisi 2NL 8 Oktober 200 I . 
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bakar. pcnerangan. perumahan dan pakaian . Dengan menghitung rata-raia standar tiap 

komponcn eli suaru daerah. akhimya diperoleh angka rata-rata KHM. 20 

Akan tctapi, pekcrja masih belum puas. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi . 

Mcmang . luntutan mcrcka beralasan. Dari sisi pekerja, kalau mengikuti standar 

KHM, jelas standar UMP yang ditetapkan saat ini sudah pas-pasan. Katakanlah upah 

seorang pekerja di sebuah pabrik Rp 500.000,- per bulan. Untuk membayar kamar 

kos seluas 2x3 meter saja membutuhkan Rp 1 00.000,-. Makan per bulan setidaknya 

perlu Rp 200.000,-. Belum kebutuhan dasar lain seperti pakaian, sabun. pasta gigi. 

Dan lebih parah lagi kalau sempat sakit dan perlu menebus obat. ltu masih hitungan 

pekerja laJang. Kalau mempunyai tanggungan keluarga persoalannya akan menjadi 

Karena upah minimum tidak mencukupi, para pekerja menuntut pemberian upah 

melebihi upah minimum. Hal ini tidak dilarang mengingat bahwa yang <titetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan hanyalah upah mirumurn. Jadi, pekerja berhak 

menuntut upah melebihi upah minimum. Karena tuntutan yang diajukan pekeija tidak 

menyalahi peraturan perundang-undangan, maka pengusaha wajib membayarkan 

upah selama pekerja mogok kerja. 

Upah mirumwn ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali pengusaha yang tidak 

mampu membayar upah minimum, dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut 

dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri T enaga Keija dan 

20 Bagus Marsudi, Sri Sayekti, Ulin Ni ' am Yusron, TrikMengutak-atik Upah Bumh Jums Berkelit 
Dari Tekanan Kenaikan Upah, Kontan-online.com, Edisi 1 5NJ tanggal 14 Januari 2002. 



Transmigrasi disertai dengan rekomendasi dari Kepala Kanwil Depnilkertrans 

setempat. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Tenaga Ke~ja dan Transmib'Tasi 

dapat menangguhkan pelaksanaan upah minimum paling lama 12 (dua belas) bulan . 

Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan upah minimum dapat dikenakan 

sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau dcnda sctinggi-setingginya 

Rp 100.000,-. Sanksi 1ru masib mengacu pada Undang-undang Pokok 

Ketenagakerjaan No. 14 tahur.. 1969.22 Sementara menumt UU No. 25 tahun 1997 

Pasal 186, pen!,rusaha yang membayar upah lebih rcndah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), dipidana denga11 pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahtm dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) 

Apabila pengusaha telah mendapat penangguhan pembayaran upah mmunum, 

pekerja tidak boleh menuntut kenaikan upah . Jika pekerj~ tetap mogok untuk 
' 

menuntut kenaikan upah, maka tuntutan pekerja dianggap bertentangan dengan 

ketentuan nonnatif. Oleb sebab itu, pada kasus ini, pengusahalah yang berhak 

mendapatkan perlindungan hukum dan berhak untuk tidak membayar upah pekerja. 

b.-Hubungan kerja 

Hubungan kerja yang akan dibahas disini terutama berkaitan dengan masalah 

status pekerja dan sistem kerja. 

2 1 Ibid 
22 LaJu Husni, op. cit, h. 111 . 
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Hubtmgan kelja sendiri adaJah bubungan antara pekelja dengan pengusaha yang 

terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 25 

tabun 1997 tentang Ketenagake~jaan disebutkan bahwa "Hubungan kerja terjadi 

karena adanya adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha". Dari 

pengertian tersebut jelaslab babwa bubungan keTja sebagai bentuk hubungan hukum 

baru lahir atau tercipta sejak adanya petjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. 

Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan petjanjian 

perbumhan atau kesepakatan kerja bersama (KKB) yang ada. Demikian halnya 

dengan peraturan perusahaan, substansjnya tidak boleh bertentangan dengan 

Perjanjian Kerja maupun KKB. Atas dasar itulab, dalam pembahasan mengenai 

hubungan kelja keriganya akan dibahas secara terpadu karena merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 23 

Perjanjian kerja dapat dibuat daJam bentuk Lisan dan/ atau tertulis. Secara 

nonnatif bentuk tertu]js akan rnenjamin kepastian huk'um dan kewajiban para pibak, 

sebingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Namun 

tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusabaan yang tidak atau belum 

membuat peljanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber 

daya manusia maupun karena kelaziman, semngga atas dasar kepercayaan membuat 

perjanjian kerja secara lisan. 

2'Ibid, h. 35. 
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Dalam Pasal 14 Undang-tmdang No. 25 tabun 1997 tentang Ketenagake:rjaan 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 

,_. 
memuat keterangan : -

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. nama dan alamat pekerja; 

c. jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaba dan pekerja; 

e. besamya upah dan cara pembayaran; 

f. tempat pekerjaan; 

g. mulai berlakunya perjanjian kerja; 

b. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

L tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Dalam pembuatan perjanjian kerja harus mengacu atau mempedomani perjanjian 

perburuhan perbumhan/KKB, dengan kata lain perjanjian kerja hams menjabarkan isi 

daripada KKB. Ketentuan peijanjian keija yang tidak seusuai/menjabarkan isi KKB 

· menjadi tidak sah dan yang berlaku adalah isi daripada KKB. Dalam kedudukan 

seperti itu peijanjian perburuhan!KKB merupakan alat kontrol dari peijanjian kerja, 

KKB merupakan iduk dari peijanjian kerja. Dengan demikian, perjanjian kerja tidak 

dapat mengenyampingkan isi KKB tapi sebaliknya, KKB dapat mengenyampingkan 

isi perjanjian kerja_2 5 

24 Ibid, h. 41. 
25 Ibid, h. 48. 
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Peratman perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang berisikan 

tcntau!:! syarat keqa. hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dan tata tertib 

pcrusahaan . Dcngan kata lain peraturan perusahaan merupakan petunjuk teknis dari 

KKI1 m:lUpun pcrjanjian kerja yang dibuat oleh peketja/serikat pekerja dengan 

pcngusah<!. Karcna itu isi dari peraturan perusahaan tidak boleb bertentangan dengan 

isi KKB maupun perjanjian kerja. 

Pada pcrusahaan yang telah memiliki KKB, pengusaha dilarang mengganti KKB 

dengan peraturan perusahaan, sepanjang di perusahaan itu masih ada seri!<.at pekerja. 

Bagi perusahaan yang karena sesuatu dan lain hal belurn memiliki serikat peketja 

atau serikat pckerjanya telah bubar, perusahaan yang bersangkutan dapat mengganti 

kcwajtban mcmbuat KKB dengan peraturan perusahaan. Ketentuan ini memberikan 

keleluasaan kcpada perusabaan sebab masib banyak perusahaan khususnya 

perusahaan yang kecil , mempunyai peketja relatif sedikit sehingga belum memiJiki 

serikat peke:tja. Peraturan perusahaan yang dibuat barns disabkan oleh Depnaker, 

kewajiban ini dimaksudkan agar substansi peraturan perusahaan itu dapat dikontrol 

oleh Depnaker, sehingga syarat ke:tja maupun bak dan kewajiban para pihak yang 

tercantum didalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagaketjaan 

yang berlaku. Dengan demikian eksistensi dari peraturan perusahaan sebagai salah 

satu sarana melindungi hak-hak pekezja akan terwujud.26 

26 Ibid, h. 51. 
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Pekeija tidak boleh menuntut sesuatu yang mclcbihi haknya . Dcmikian pula 

pengusaha tidak boleh meminta peketja melakukan pcke~jaan y:mg melebihi 

kewajibannya. 

Status dan sistem kerja tercantum dalam syarat-syarat kcfJa . I lal itu akan 

menyulitkan apabila perjanjian ketja dibuat secara lisan . Hal inilah yang se1ingkali 

menjadi tuntutan para peketja. Perjanjian lisan membuat status serta hak dan 

kewajiban pekerja menjadi kabur. Di sisi lain, pengusaha seringkali menghindar 

untuk membuat perjanjian secara tertulis. Mereka takut akan konsekuensi hulnun dari 

perjanjian tertulis. 

Pekerja berhak melakukan pemogokan apabila pengusaha t:idak memenuhi syarat­

syarat dan kewajiban yang tercantum pada perjanjian ke~ia. kontrak ke~ja bersama, 

maupun perjanjian pentsahaan. Bahkan, peker:ja tetap bcrhak mendapatkan upah 

selama pemogokan berlangsung. Akan tetapi, jika pemogokan dila:I,'Ukan dengan 

ttmtutan melebihi syarat-syarat keija yang tercantum, maka pengusaha berhak untuk 

tidak membayarkan upah selama mogok berlangsung. 

Selama ini, tuntutan pekeija memang masih mendasarkan pada syarat-syarat 

kerja. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka akan mengajukan 

tuntutan melebihi syarat-syarat kerja. Pada saat inilah pengusaha berhak untuk tidak 

membayarkan upah. 

c. Kebebasan berserikat 

Kebebasan berserikat disini maksudnya adalah kebebasan untuk membentuk dan 

menjadi anggota serikat pekeija. UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakeijaan 
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mengakui kebebasan berserikat in:i melalui Pasal 27 ayat (1 ) . Kebebasan berserikat 

juga diakui oleh Pasal 39 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Jadi, pengusaha tidak boleh melarang dan menghalangi para pekeija untuk 

membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja ini diharapkan dapat menyalurkan 

aspirasi para pekeija. 

Memang, seiring arus perubahan pol:itik, iklim perburuban juga mengalami 

perubal1a:J1 besar. Jwnlal1 serikat pekeija yallg lingkupnya nasiona1 meningkat luar 

biasa. Kondisinya sudal1 jauh berbeda dengan era rezim Soeharto dengan SPSr dan 

segelintir organisasi bumb yang terns digencet. Sekarang, ada 23 serikat pekerja 

berlingkup nasional. 

Di luar itu, ada lebih 9.000 serikat pekerja tingkat perusahaan, 44 serikat pekeija 

BUMN, dan puluhan serikat pekerja swasta. ltu pun yang resmi terdaftar di 

Depanemen T enaga Kerja dan T ransmigrasi. Bisa jadi jumJah serikat pekerja tents 

bertambah seiring dengan men:ingka1nya kesadarall berserikat. 

Bagaimanapun, pengusaha tak bisa lagi mengekang bak-bak pekeijanya tmtuk 

berserikat dan menyatakan pendapat. Pemerintall, pada zaman Habibie, sudah 

meratifikasi delapan konvensi dasar International Labour Organization (lLO). Ini 

mencakup konvensi nomor 87 tentang jaminan organisasi dan perlindungan atas hak 

organisasi, dan konvensi nomor 98 soal hak berserikat dan hak untuk berunding 
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bebas. UU Nomor 21 /2000 tentang Serikat Pekeija juga membolehkan para pekerja 

membentuk serikat cukup dengan hanya dukungan 1 0 orang pekerja. 27 

Pada kenyataannya, peogusaha seringkah ketakutan dengan adanya senl<:at 

peketja. Mereka beranggapan bahwa serikat peketja akan menyulitkan posisinya. 

Dengan bergabtmgnya pekerja ke dalam serikat pekeija, para pekeija menjadi lebih 

sadar akan hak-baknya. Ditakutkan, apabila pekerja semakin sadar akan hak-haknya, 

mereka akan menuntut hak-hak tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian 

finansial pada perusahaan. 

Pengusaha sendjri memang mempunya1 kepentingan untuk mencegah 

terbentuknya serikat ketja . Oleh sebab itu, mereka melakukan segala cara untuk 

menghalangi para peketja membentuk atau m,enjadi anggota serikat peketja. 

Tindakan pengusaha yang dapat dianggap menghalang-halangi pekerjanya untuk 

.. 
membentuk dan menjaru anggota serikat peketja, antara lain : · 

a. Pengusaha melakukan mutasi terhadap pekeija yang berinisiatif 

mendirikan serikat pekerja atau gabungan serikat peketja; 

b . Pengusaha tidak membayar upah kepada pekeija vang melaksanakan 

kegiatan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dan telah 

mendapatkan izin pengusaha; 

c. Pengusaha tidak memberikan kesempatan berupa waktu atau fasilitas bagi 

peke:rja untuk mendirikan senl<:at peke-r:ia atau gabungan serikat peke-r:ja; 

27 Marga Rahalja, Titis Nurdiana, Barty, Bumh Gerak Majikan Gerah Pengusaha Eisa Mengadu 
Domba antara Serikat Bunth, Kontan-online.com, Edisi 6N tanggal 30 Oktober 2000 
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d. Dengan berbagai dalih. pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja 

tcrhadap pcngurus scrikat pekerja karena melaksanakan tugas-tugas 

organisa i yang tclah diatur da!am peraturan perusahaan atau kesepakatan 

kcrja bcrsama: 

c. Pcngusaha mcngadakan kampanye dan tindakan anti pembentukan serikat 

pekerja atau gabungan serikat pekerja; 

r. Pcngusaha mempengaruhi pembentukan dan pemilihan pengurus serikal 

pekerja atau gabungan serikat pekerja. 

Jika pcngusaha melarang pembentukan serikat pekerja atau menghalang-halangi 

pckcrjanya lmtuk masuk dalam serikat pekeija, maka pekeija berhak melakukan 

pcmogokan . Pcngusahapun wajib membayarkan upah pekeija selarna pemogokan itu 

bcr!angsung. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 172 UU No. 2511997, pengusaha 

yang menghalang-halangi pekerjanya untuk rnembentuk dan/atau rnenjadi pengurus 

atau anggota serikat pekerja pada perusahaan danlatau membentuk dan met;~jadi 

anggota gabungan serikat pekeija sesuai dengan sektor usaba dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tabun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal43 Undang-undang nomor 21 tahun 2000 

tentang Serikat Pekeija/Serikat Buruh, pengusaha yang mengbalang-halangi pekeija 

membentuk serikat pekerja dipidana penjara paling singkat l(satu) tabun dan paling 

lama 5(1ima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupial1) 
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d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pemutusan hubtmgan kerja menurut Pasal 1 ancka 19 lJ ndang-undan!l ornor 25 

tah w1 1997 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja b rcna suatu 

hal tertentu yang mcngakibatkan berakh irnya hak dan kcwajiban pckcrja dan 

pengusaha 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi perusahaa11 swasta diatur dalam Undang­

undang No. 12 tahun 1964. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara 

pengusaha dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Setiap PHK yang 

terjadi harus mendapatkan izin dari P4D untuk PHK perorangan dan P4P unttlk PHK 

massal. Yang dimaksud dengan PHK massal yaitu PHK terhadap 10 (sepuluh) orang 

atau lebih pada suatu perusal1aan dalam satu bulan atau terjadi rentetan PHk yang 

dapat menggambarkan itikad pengusaha untuk mcngadakan PHK secara besar­

besaran .28 

Peratuan terbaru tentang PHK adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 

talmn 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang 

Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian. Menurut Pasal 2 ayat 

(4) Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000, PHK dilarang apabila : 

1. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena sakit menurut 

keterangan dokter selama waktunya tidak melampaui batas 12 ( dua bel as) 

bulan berturut-turut; 

28 Lalu Husni, S.H, M.Hum, op. cit, h. 126. 



38 

2. Selama pekelja berhalangan mejalankan pekeljaannya karena memenuhi 

kewajiban terbadap negara sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 

berlaku; 

3 . Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan disetujui 

pemerintah; 

4. Pekerja menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan; 

5. Pekerja wauita me1~jalankan kew~jiban menyusui bayinya yang telah diatur 

dalam p~rjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja 

bersama atau peraturan perundang-undangan; 

6. Pckerja mempunyai ikatan pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan 

pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan kecuali telah diatur dalarn 

pcraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. 

Tata cara PHK menurut Kepmenaker Nomor 150 talnm 2000 adalah: 

1. Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan 

kelja. 

2. Setelah diadakan segala usaha di mana pemutusan hubungna kerja tidak dapat 

dihindarkan, maka pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk 

mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan organsasi pekerja yang 

bersangkutanlyang ada di perusahaan atau dengan karyawan/tenaga 

kerja/pekerja sendiri dalam hal tenaga kerja tersebut tidak menjadi anggota 

serikat pekelja. 
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3. l3ila pemndingan tersebut nyata-nyata tidak menghasilkan persetujuan pabam, 

pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubtmgan kerja dengan tenaga 

ker:ia setelah mendapat izin dari Panitia Penyelesaian Perse1islhan Perburuhan 

Daerah (P40) bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan dan Panitia 

Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) ba!,>i pemutusan hubungan kerja secara 

besar-besaran. 

4 . P4D dan P,JJ menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja 

dalam waktu sesingkat-singkatnya menurut tata cara yang berlaku untuk 

penyelesaian perselisihan hubtmgna industrial. Dalam hal P4D atau P4P 

memberikan izin, maka dapat ditetapkan pula kewaj1ban pengusaha untuk 

memberikan kepada tenaga kerja/karyawan yang bersangkutan uang 

pesangon7 uangjasa dan ganti kerugian lainnya . 

5. Ha1-hal yang barus dimuat dalam permohonan izin pemulusan hubtmgan kerja 

oleh pengusaha adalah : 

a. Nama dan tempat kedudukan pemsahaan . 

b . Nama orang yang bertanggungjawab di perusahaan 

c. Nama dari karyawan/tenaga kerja yang dimintakan pemutusan 

hubungan kerja 

d . Umur danjum1ah keluarga si pekerja. 

e. Jumlah masa kerja dari setiap tenaga kerja yang dllnintakan pemutusan 

hubungan kerja. 

f. Pengbasilan terakhir berupa uang dan catu tiap bu1annya. 
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g. Alasan-alasan pengusulan pemutusan hubungan keija secara 

tervcrinci . 

6. Pcrmohonan i.t.in pemutusan hubungan keija tidak dapat diberikan apabila 

pcrnutusan hubungan keija tersebut d1dasarkan atas : 

a. Hal-hal yang berhubungan dengan keanggotaan serikat pekerja atau 

dalam rangka pembentukan serikat pekerja dan melaksanakan tugas­

tugas atau fungsi serikat pekerja di luar jam kerja. 

b. Pengaduan pekerja/tenaga kerja kepada yang berwajib mengena1 

tingkah laku pengusaba yang terbukti melanggar peraturan negara. 

c. Paham agama, aliran, suJ...'lJ, go Iongan atau jenis kelamin. 

7. Pcm10honan izin pemutusan hubungan kerja dapat dlberikan dalam hal tenaga 

kcrjaJpekerja melakukan kesalahan berat sebaga1 berikut: 

a. Pada saat perjanjian kerja dladakan, memberikan keterangan palsu 

atau dipalsukan. 

b. Mabok, madat, pemakai obat bius atau narkotika di tempat kerja. 

c. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja. 

d. Melakukan tindak kejahatan. 

e. Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam 

pengusaha/keluarga pengusaba/teman sekeija. 

f. Membujuk pengusaba, ternan sekerja untuk melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. 
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g. Dengan sengaja atau ceroboh mcru gikan at au membiarkannya dalam 

keadaan bahaya barang-barang mi lik pentsahaan 

h. Dengan senagaja atau kecerobohan mcrusak atau memb iarkan diri atau 

temen seketja dalam keadaan bah:-~ya 

1. Membongkar rahasia perusahaan a tau mcnccmarkan nama baik 

pemimpin pemsahaan atau keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, 

kecuali untuk kepentingan negara . 

Apabila temyata pengusaha melakukan PH K dcngan tidak berdasarkan atas 

alasan-alasan yang diperbolehkan oleh peratman perundang-undangan, maka pekerja 

berhak mengajukan prates. Protes itu bisa dilakukan melalui aksi mogok. Selama aksi 

mogok berlangsung, pengusaha tetap wajib membayar upah 

2.2 Tatacara Pemogokan 

Sesuai dengan Pasal78 ayat (1 ) UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, 

mogok keija hanya dapat dilakukan setelah wakil pekerja/serikat pekerja/gabungan 

serikat pekeija yang akan melakukan mogok kerja memberitahukan maksudnya 

secara tertulis kepada pengusaha dan instans1 pemerintah yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan. 

Adapun instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

yang dimaksud adalah Departemen Tenaga Keija dan Transm:igrasi . Pemberitahuan 

secara tertulis sebagaimana dirnaksud diatas, ditandatangani oleh pengurus serikat 
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pekelja atau wakil pekelja yang akan melakukan mogok. Hal itu sesua1 dengan 

ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan . 

Pemberitabuan ini sekurang-kurangnya barus sudah diterima oleh pihak yang 

diberitahu dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum 

dilakukannya mogok kelja (Pasal 78 ayat (3) Undang-tmdang Nomor 25 Tahtm 1997 

tentang Ketenagakerjaan). Mogok keija dilakukan dengan tidak mengganggu 

keamanan dan ketertiban wnum, tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda 

milik perusahaan atau milik masyarakat. Sebagai perlindungan terhadap tenaga kerja 

yang melakukan mogok, Pasal 79 ayat (2) Undang-uodang Nomor 25 Ta.imn 1997 

menyebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan tindakan yang bersifat 

pembalasan jika mogok keija telal1 sesuai dengan prosedur yang berlaku.29 

Pada kc nyataannya, dari 253 kali kasus pemogokan, hanya 3 (tiga) kejadian yang 

memenuhi prosedur.30 Padahal, jika UU No. 25 tahun 1997 sudah berlakll, bagi para 

pekerja atau serikat pekerja yang melaJ...'Uk:an mogok kerja tanpa izin dapat dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau deoda paling banyak Rp 

50.000 .000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 177 

angka 1 UU No. 25 tahun 1997 

Sebenarnya, mengenai mogok sudal1 diatur dalam Undang-undang Nomor 22 

tabuo 1957 tentang Penyelesaian Perselisiban Perburuban hanya saja istilalmya tidak 

' mogok' melainkan ' tindakan' . Hal ini dituliskan pada Pasal6-nya : 

29 Lanny Ramli, Implementasi Kemerdekaan M eny ampaikan Pendapat, Amrta, Aprii-Juni 2002, 
. · Surabaya, 2002, h. J 3 8. · 
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".Jika dalam .motu perselisihan salu pihak hendak melakukan h1dakan (yang 

dimaksudkan adalah pemogokan) lerhadap pihak /ainnya, maka maksud mengadakan 

Lindakan ilu horus dihcritahukan dengan sural kcpada pihak lainnya dan kepada 

Panitia Penyele ... ;aian Perselisihan Perhuruhan Daerah (P4D) dilakukan secepat-

cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan tersebut diterima oleh Panitia 

Penyelcsaian Perburuhan Daerah (P4D) . Pelanggaran aias ketentuan ini diancam 

dengan pi dana". 31 

Tindakan sudah dapat dilakukan setelah pihak yang bersangkutan menerima surat 

tanda penerimaan pemberitahuan dari Ketua Panitia Perselisihan Daerah (P4D), 

setelah memeuuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut 32
: 

1. Benar-benar sudah dilakukan penmdingan yang mendalam rn~ngenai pokok-

pokok perselisihan antara serikat pekerja dan pcngusaha: 

2. Benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh pihak 1ainnya; 

3. T elah dua kali dalam jangka wak.1u dua minggu tidak berhasil mengajak pibak 

lainnya untuk benmding. 

Dalam UU No. 25 tahun 1997 tidak diatur mengenai syarat-syarat pemogokan. 

Akan tetapi~ mengingat bahwa pemogokan adalah upaya terakhir apabila perselisihan 

industrial tidak dapat diselesaikan sendi.ri oleh pihak yang berselisih dan! atau ti.dak 

30 Ibid, h. 134. 
:;.1 Ibid, h. 1 36 
:u Djumialdji & Wiwoho Soejono, Pujanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina 
Aksara, Jakarta, 1989, h. 51 . 
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dapat diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan industrial , maka sehamsnva 

persyaralan ini bi ::.a ditcraph.an . 

Jadi, sebclum pemogokan dilakukan, hams ada upaya pemndingan terlebih 

dahulu dan scmua pihak harus mengupayakan agar pemogokan tidak terjadi . 

2.3 Pemogokan yang Dilarang dan Tidak Dilarang 

Pada prinsipnya, pemogokan tidak dilarang. Babkan, mogok adalah hak pekelja . 

Pekcrja bcrhak melakukan pemogokan apabila segala upaya penydesaian 

perselisihan yang telah ditempuh tidak membuahkan hasn . 

Pengusaha juga tetap wajib membayar upah selarna pemogokan berlangsung. 

Kccuali , apabila alasan melakukan pernogokan tersebut bertentangan dengan 

1-.ctcnt uan nonnati f. 

Pemogokan juga dilarang apabila mogok kerja yang dilah.llkan akan menggangu 

keamanan atau ketertiban umum, dan/ atau mengancarn keselamatan jiwa dan barta 

benda rnilik pemsahaan atau milik masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat 

(I) UU No. 25 tahun 1997 . 

Mogok juga dilarang pada waktu perundingan dilakukan, agar : 

1. Usaha-usaha pembangunan tidak terganggu dan tidak terbambat. 

2. Usaha-usaha untuk penyelesaian tidak terhambat karena meningkatnya suh.u 

perselisihan . 

3. Tidak mengakibatkan goncangan-goncangan terhadap masyarakat. 



Untuk membedakan dengan unjuk rasa, mogok harus dilakukan di dalam 

perusahaan . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (, U ndan).!-undan!! Nornor 25 

tahun 1997 tentang Ketenagake1jaan. Karena itu , mogok dilarang. dilak ukan di luar 

perusahaan. Akan tetapi , tidak ada sanksi yang dijatuhkan <tpahila mogok dilakukan 

di luar perusahaan. 

2.4 Pengawasan dari Pihak Depnakertrans 

Carnpur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/kelenagakerjaan 

dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perbun1han/ketenagakerjaan yang adil , 

karena jika hubungan aotara pekeija dan pengusaha yang sangat berbeda secara 

sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak . rnaka tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhanlkclcnagakcrjaan akan sulit 

tercapai , karena pihak yang !mat akan selalu ingin menguasai yang lernah . Atas dasar 

itulah pemerintah turut campur taogan melalui peraturan penmdang-undangan untuk 

memberikanjaminan kepastian hak dan kewajiban kepada para pihaL'' 

Pengawasan perburuban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 

dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan alat perekonomian tersebut dapat 

berjalan dengan lancar, berkembaog menjadi perusabaan yang kuat dan tidak 

mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh peraturan perundang-tmdangan 

yang berlaku. 

33 Lalu Husni, S.H, M. Hum, op. cit, h. 32. 
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Selain itu, pengawasan perburuban dimaksudkan untuk mendidik agar 

pengusaha/pemsahaan selalu tunduk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku sehingga akan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan 

hubungan kerja, karena seringkali perselisilian perburuhan disebabkan karena 

majik:an tidak memberika perlindungan hukum kepada burulmya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan perburuhan akan menjamin 

pelaksanaan perauturan-peraturan perburuhan disemua perusahaan secara sama, 

sehingga akan menjamin tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat (unfair 

competitioni 4 

Depnakertrans adaiah instansi yang berwenang menangani masaiah hubungan 

pcrindustrian . Depnakertrans pula Jah yang berhak rnengeluarkan kebijakan yang 

bcrkaitan dengan hubungan pcrindustrian. Oleh karena itu, Depnakertrans diharapkan 

dapat menjembatani perbedaan kepenringan antara pengusaha dan pekeija. 

Karena itu, pihak yang paling tepat melal'l.lkan pengawasan terhadap hak dan. 

kewajiban mas:ing-masing pihak adalah Depnakertrans. 

Pemerintal1 ( cq . Depnakertrans) melalui pegawai pengawas perburuhan 

berdasarkan UU No. 23 tahun 1948 jo. UU No. 3 tahun 1951 tentang pengawasan 

perburuhan diberikan wewenang :35 

l. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan 

pada khususnya. 

34 Ibid, h. 82. 
35 Ibid, h. 83. 
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2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan 

keadaan perbumban dalam arti yang seiuas-luasnya guna membuat tmdang­

undang dan peraturan perburuhan lainnya. 

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang­

undangan 

Akan tetapi, pada kenyataannya, selama ini Depnakertrans belum bisa 

menjalankan perannya secara optimal. Depnakertrans masib terkesan berat sebelah. 

Kadangkala, Depnakertrans juga terkesan plin plan. Sebagai contoh, ketika terjadi 

kontroversi pemberlal...'llan Kepmenaker No. 78 tahun 2000 . Karena dirasa terlaln 

menguntungkan pengusaha, para pekerja pun protes. Mereka melakukan dcmonstrasi 

dan pemogokan dimana-mana. Pemerintah pun men~ambil langkah populis, 

Kepmenaker No 78 dicabut dan digantikan oleh Kcpmenaker No. \ 50 tahun 2000. 

Akan tetapi, karena Kepmenaker ini dirasa mengtmtungkan peke~ja , para pengusaha 

pun berontak. Akhimya, pemerintah memutuskan untuk menunda pemberiakuan 

Kepmenaker No. 150 tabun 2000. 

Dalam kasus pemogokan, seharusnya Depnakertrans dapat melakukan 

pengawasan dan pencegahan. Depnakertrans harus dapat menjamin bahwa 

kepentingan kedua belah pibak dapat terakomodir. 

Pengawasan i:lli dilakukan ketika peke1ja memberitahukan maksudnya ke 

Depnakertrans. Sebagaimana telah kita ketahui, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 

ayat (1) UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakeljaan, sebelum melakukan 

pemogokan, pekerjal serikat pekerja terlebih dahulu harus memberitahukan 
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maksudnya pada Dcpnakcr1rans. Pada saat itu, seharusnya Depnakertrans bisa 

mencegah tc~tad rnya pcrno).!okan . Akan tetapi , pencegahan itu tidak boleh dilakukan 

dcngan cara rcprcsif. Depnakertrans harus mengupayakan lagi adanya perw1dingan. 

Dcng.an ad::mya penccphan . maka pcmogokan dapat dihindari . 

Dcpnakcrtrans scharusnya juga lebih instensif mengawasi pemogokan. Apabila 

te~jadi pemogokan, Depnakertrans harus meneliti Jpakah pemogokan tersebut telah 

diberitahukan tcrlcbih dahulu. Bila tidak, sesuai dengan ketentuan PasaJ l 77 UU No. 

25 tahun 1997 tcntang Ketenagakerjaan, si pellllcu dapat clikenai pidana kurw1gan 

paling lama 6 (cnam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). 

Dcpnakcrtran~ Jllt!a mcmpunyai kewajiban untuk meneliti apakah alasan-alasan 

yant! drkcmukan okh pt:kerja temJasuk ketentuan nonnatif. Apabila alasan tersebut 

bertentangan dengan ketentuan nonnatif, maka pengusaha berhak mendapatkan 

perlindungan hukwn dan berhak untuk tidak membayarkan upah kepada pekerja. 

Menurut Pasal 6 ayat ( I) UU No. 22 tahun 1957, sebelum melakukan tindakan 

(pemogokan), para peke1ja terlebih dahulu harus mernberitahukan maksudnya kepada 

Ketua P4D (Panita Penyelesaian Perburuhan Daerah). Panitia Penyelesaian 

Perburuhan sendiri adalah sahih satu badan dibawah natmgan Depart em en T enaga 

Kerja dan T ransmigrasi. T ugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah 



menyelesaikan persehsihan perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha 

dan sebagai lembaga perizinan dalam masalah pemutusan hubungan ke r_1 a . ~r. 

Apabila pekerja melakukan pemogokan tanpa pemberitahuan terlcb1h dahulu rada 

Ketua P4D, maka sesuai ketentuan Pasal 26 huruf a UU No. 22/1 95 . rckcrja dar at 

dikenai pidana k'Uflmgan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda scbanvak­

banyaknya sepuluh ribu rupiah. 

36 3Ibid, h. 33. 
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BABlll 

PENJA TUHAN SANKSI 

3.1 Bentuk-bentuk Sanksi 

Tiada gtmanya memberlak'Ukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu 

tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud 

secara prosedural (hukum acara). Salah satu upaya pemaksaan hukurn (law 

CJ?(orcement) itu, adalah, melalui pemberlakuan sanksi pidana kepada para pelanggar 

mengingat sanksi pidana rnernbawa serta akibat hukum yang berpaut dengan 

kemerdekaan prihadi (a. l. bcrupa pjdana penjara, kurungan dan haria benda (a.l. 

berupa rengenaan cknda) dari pelanggar yang bersangkutan. ltulah sebabnyad, 

hampir pada pelbagai ketent uan kaidah peraturan perundang-undangan (tennasuk 

utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan 

pember1aJ...,uan sanksi pidana, bempa pidana penjara, kurungan, denda dan 

semacamnya. Sanksi-sanksi pidana dimaksud diberlakukan baik pada Undang-

undang (produk legislative) maupw1 pada peraturan yang lebih rendah, temJasuk 

peraturan daerah (perdal'. 

Hal itu bertaku pula pada kasus pemogokan. Dalam ketentuan Pasal 176 ayat (l) 

Undang-undang Nomor 25 talmn 1997 tentang Ketenagakeijaan disebutkan bahwa 

para pengusaha yang menolak membayar upah selama pekeija melakukan mogok 

37 Philipus M Had jon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi indonesia, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakana, J997, h .262 
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ker:ja akan dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda pahng banyak 

Rp 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) 

Se1ain sanksi pidana, bagi pengusaha yang meno1ak membayar upah peke~ja 

selama pemogokan berlangsung, juga dikenakan kewajiban untuk membayar upah 

pekerja selama pekerja melakukan pemogokan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 

176 ay::.1t (2) Undang-w1dang Nomor 25 tailUn 1997 tentang Ketenagakerjaan . 

Demikian pula bagi para pekerja. Menurut ketentuan Pasal 1 77 angka 1, pekeija 

y:lng melakukan mogok kerja tanpa izin dari instansi yang berwenang dapat dijatubi 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Suatu sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada pihak pelanggar dengan cara 

penggw1aan bestuursdwang (paksaan pemerintah). Penegakan sanksi pidana 

dilaksanakan menurut "due process of law" yang telal1 ditentukan di dalani ' knidah 

hukum acara pidana dan pengenaan sanksi itu hanya dapat dinyatakan dalam suatu 

putusan hak:im pidana. 38 

Sanksi pidana berbeda dengan sanksi ad.ministrasi. Perbedaan antara sanksi 

administrasi dan sanksi pidana dapat dibllat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. 

Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi 

pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. 

Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat 

38 lbid, h. 263. 
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sanksi adalah reparatmr ariinya mcmulihkan pada keadaan semula. Di samping itu 

perbedaan antara sanks1 p1dana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan 

hukumnya. Sanksi adminis1rasi ditcrapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus 

mclalui prose. pcradilan . scd:lll !!kan S:lnksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh bakim 

pidana me1alui proses per<~dilan _3 9 

Dalam hukum pidana, yang dirnaksud dengan hukuman ialah : suatu perasaan 

tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 

telah melanggar undang-undang hukum pidana 40
. 

Menurut Pasal 10 Kit<1b Undang-undang Huh<Im Pidana, Hukurnan-hukuman 

ialah: 

a. Hukuman-hukuman pokok : 

1 e. Hukuman mati , 

2e. Hukwnan penjara 

3e. Hukuman kunmgan 

4e. Hukuman denda 

b. Hukuman-bukuman tambahan : 

le. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, 

2e. Perampasan barang yang tertentu, 

3e. Pengumuman keputusan bakirn 

39 Ibid, h. 24 7. 
40 R Soesilo, Kitab Unda11g-undang Hukum PidOJw, Politeia, Bog or, 1 996, h. 35. 



Hukuman yang dijatubkan pada pengusaha adalah hukuman penjara sedang.kan 

hukuman yang dijatuhkan pada pekerja adalah hukuman kurungan . Ada persa maan 

antara hukwnan penjara dengan hukuman kurungan. Keduanya adalah hukuman yang 

dikenakan pada kemerdekaan. 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara hukuman penjar:1 dan 

hu1n1IIlan kurungan . Perbedaan-perbedaan penting antara hukuman penjara dan 

hukurnan kurungan ada lab :41 

a. Hukurnan penjara dapat dijalankan dalam penjara mana saja, sedang hukuman 

kurungan dengan tidak semuanya terhlli.."llm tidak dapat dijalankan diluar 

daerah dimana tempat ia bertempat tinggal atau berdiam pada waktu hukuman 

itu dijatubkan, 

b. Orang yang dihukurn penjara pekerjaannya lebih berat daripada yang d1hukum 

kurungan, 

c . Orang yang dibukum kurungan mempunyai hak pistole, yaitu hak untuk 

memperbaiki keadaannya dirumah penjara dengan ongkos sendiri sedangkan 

orang yang dihukum penjara tidak mernpunyai bak tersebut. ' Pistole· adalah 

uang lama Prancis, yang dapat dipakai untuk membeli barang-barang. 

Dari perbedaan itu, dapat diambil kesimpulan babwa sanksi yang diberikan 

kepada pengusaba lebib berat daripada sanksi yang diberikan kepada para pekeija. 

Waktu menjalankan pidana bagi pengusaha pun lebih lama daripada waktu 

menjalankan pidana bagi para pekeija. 
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Dalam hukum pidana, pada prinsipnya, bagi satu kejahatan aiau pelanggaran 

hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Akan tetapi, pidana bagi pengusaba 

bersifat kwnulatif. Artinya, ada penggabungan sanksi untuk satu pelanggara11 . 

Kumulasi sanksi ini ditandai dengan kata 'dan'. Adapun jenis huk:uman yang 

digabungkan ada1ah hukmnan badan dan bulnnnan denda. 

Sedangkan bagi pekerja, sanksi yang dijatuhkan bersifat alternatif. Maksudnya, si 

terhukum dapat memilih sm1ksi mana yang akan dijalanka11. Jika telah menja1ankan 

suatu sanksi, maka sanksi yang lain tidak perlu dijalankan. Sifat alternatif ini ditandai 

dengan kata ' atau '. Dalam kasus pemogokau, pekerja dapat memilih aka11 

menjalankan sanksi kurungan atau sanksi denda. 

Dari sifat sanksi yang dijatuhl.. an, dapat kita lihat bahwa sanksi yang dijatuhkan 

kepada pcngusaha lebih bcrat daripada sanksi yang dijatuhkan pada pekerja. Jumlah 

nominal denda yang dijatuhkan kepada pengusaha pw1 lebih besar daripada yaang 

dikenakan bagi para pekerja. 

Seperti ym1g telah disebutkan diatas, hukum acara yang digunakan adalah huk'Um 

acara pidana. Da1am hukum acara pida11a, proses pertama yang dijalanka11 ada1ah 

penyelidikan. Penyelidikan, mcmtrut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana ada1ah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang in:i. 

41 Ibid, h. 48 
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Adapun yang d1maksud dengan penye11d1k adalah pejabat pohsi negara Republik 

Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini tmtuk melakukan 

penyelidikan . Dari pengertian ini , jelas terlihat bahwa polisi barus proaJ...i:if. Sebab, 

yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki perkara hanyalab polisi . Petugas 

pengawas hubllllgan industria] tidak berhak untuk menjadi penyehdik. 

Setelah penyelidikan, langkah selanjutnya adalab peoyidikan. Menurut Pasal 

angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian 

tindaka!1 penyidik . untuk dalam hal dan menurut cara yang sudah diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpu1kan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemubn 

tersan gkanya. 

Adapun yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi ncgara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-tmdang untuk: melakukan penyidikan . 

Berbeda dengan penyelidik, penyidik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. 

Tidak hanya polisi yang berhak menjadi penyidik, pegawai negeri sipil tertentu pun 

berhak menjadi penyidik. 

Akan tetapi, dalam hal tm, pegawat pengawas perburuhan tidak bisa menjadi 

penyidik. Hal ini dikarenakan penyidikan bukan merupakan tugas dari pegawai 

pengawas perburuhan. Pengawas perburuhan mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :42 

42 R Indiarsoro, SH dan MJ. Saptenno, SH, M. Hum, op. cit, h. 57. 
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1. Melihat dengan jalan memcriksa dan menyelidlki sendjri apakah 

ketentuan-kctentua11 dalarn peru11dang-undangan dilaksanak:an dan jika 

tidak demikian halnya men~ambil tindakan-tindakan yang wajar untuk 

menjamin pclak sanaann_ a 1111 . 

2. Membannt baik bumh maupun majikan pimpinan perusahaan dengan jalan 

memebri penjelasan-penjelasan teknis dan nasihat y2ng mereka perlukan 

agar mereka mcnyelami apalah yang dimintakan oleh peraturan dan 

bagaimanakah melaksanakannya; 

3. Menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpuikan bahan yang 

diperlukan untuk penyusunan perundang-undangan · perburuhan dan 

penetapan kcbi_1a~sanaan pcemrintah. 

Penyidik harus mencari kctcrangan, apakah perbuatan si tersangka (pengusah(! 

ataupun pekerja) telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan. Keterangan jtu hams 

di\\'Ujudkan dalam bentuk alat buldi. Dalam Hukum Acara Pidana, dikenal lima 

macam alat bukti, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. 

Pada proses penyidikan ini , penyidik mempunyai wewenang tmtuk melakukan 

penyjtaan, penggeledahan, penangkapan atau pun penahanan kepada tersangka . 

T ersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 

bukti permulaan patut diduga sebagm pelaku tindak pjdana. DaJam kasus pemogokan, 

yang menjadi tersangka adalah pengusaha atau pekerja. 
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Setelah dilalmkan penyidikan, berkas acara diajukan ke penumut umum . Mulailah 

proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk rndimpahkan 

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini dengan pennintaan supaya dipcriksa dan 

diputus oleb hak:im di sidang pengadilan . 

Penuntut umum sendiri adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanaka:1 putusan hakim. 

Penuntut umum kemudian melimpahkan berkas acara ke pengadilan. Di 

pengadilan, berlangsunglah proses mengad.ili . Mengadili adalah serangkaian tindakan 

hakim untuk · menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas 

bebas, jujur,dan tidak memihak di sidang pengadilan daJam hal dan mcnurut cara 

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hu1..lllll Acara Pidana. 

Setelah hakim selesai mengadili perkara, hakim kemudian menjatuhkan putusan. 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakirn yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yanng dapaat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukwn dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

3.2 Obyek Sanksi 

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga 

dalam hukum administrasi. Pada umumnya, tidak ada gunanya memasukkan 

kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di. dalam peraturan 
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perundang-undangan tata usaha negara, manakala atura:n-aturan tingkab laku itu tidak 

dapat dipaksakan oleh tata usaba negara (daiam hal dimaksud diperlukan). Peran 

penting pada pemberian sanksi di dalam hukum admisnistrasi memenuhi hukum 

·a 4' pt ana. · 

Sanksi hukum dalam hubungan industrial berfungi sebagai alat pemaksa agar 

setiap buruh dan pengusaba tunduk kepada kendall yang baik. 

Pada kasus pemogokan, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pekerja dan pengusaha. 

Pekerja adalah pelaku pemogokan, sedangkan pengusa:ba adalab tempat para pekerja 

mengajukan tuntutan. 

Obyek sanksi berbicara mengenai siapa yang akan dikenai sanksi. Karena ada dua 

pihak yang terlibat dalam pemogokan , maka dua pihak tersebut menjadi obyek 

sanksi . Pen1:,rusaha mendapat sanksi jika pengusaha menolak untuk membayar upah 

pekerja selama pekerja mogok kerja atau pengusaha melakukan tindaka:n balasan 

terbadap mogok kerja. Sedangkan pekerja mendapat sanksi jika pemogokan yang 

dilakukannya tidak memenuhi prosedur pemogokan. 

Keduanya diatur pada pasal yang berbeda. Sanksi terhadap pengusaha diatur pada 

Pasal 176 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tcntang Ketenagakeljaan, yang 

selengkapnya berbunyi : 

(1) Barangsiapa tidak membayar upah pekerja seiama pekerja mogok kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasai 77 ayat (1), dipidana dengan pidana 

43 Philipus M Hadjon, dkk, op. cit, h. 245 . 
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penjara paling lama I (mtu) iahun dan denda paling banyak Rp 

100.000.000,- (seraiusjuta rupiah). 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat 

menjatuhkan pulu.san memhayar upah peke1y"a. 

Sedangkan sanksi bagi pekerja diatur pada Pasal 177 angka (1 ), yang 

selengkapnya berbunyi : 

Barangsiapa : 

(1) melakukan mogok kerya tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1): 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan aiau denda paling 

hanyak Rp 50.000.000,- (lima puluhjuLa rupiah). 

Kata ' barangsiapa' menunjuk: pada subyek hukum yang dikenai sanksi . Dari 

rumusan pasal 176, dapat disimpulkan bahwa subyek hukwn yang dimaksud adalah 

pengusaha. Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 25 tahun 1997, yang 

dimaksud dengan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri, bukan miliknya sendiri atau 

mewakili perusahaan yang ada diluar negeri. 

Orang perseorangan mengacu kepada subyek hukum orang/individu. lni terjadi 

apabila perusahaan yang dilanda pemogokan adalah perusahaan perseorangan. 

Maksudnya, dirniliki dan dijalankan oleh satu orang. Pada perusahaan perseorangan, 

kebijakan dikeluarkan oleh satu orang. Karena itu, apabila upah burub yang 
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melakukan pemogokan tidak dibayar, maka yang bertanggung _iawab adalah satu 

orang tersebut sebagai JX!ngambtl kcputusan dalam pemsahaan. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Daga ng, yang diakui sebagai persekutuan 

atau perseroan adalah pcrscroan fimla dan per. eroan komanditer. Perseroan firma, 

menurut Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ialah tiap-tiap persenl<atan 

yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah sattl nama bersama. 

Pada firma, tiap-tiap penyetor modal (disebut juga pesero) berhak untuk 

mengendalikan perusahaan. Tem1asuk didalamnya berhak me!lgambil keputusan 

untuk tidak membayar upah pekerja yang melakukan pemogokan. Akan tetapi, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tiap-tiap pesero 

secara tanggung rm:nanggung bcnangglmg.-jawab untuk seluruhnya atas segala 

perikatan dari pesero. Karena ttu, jika pekerja yang melakukan pemogokan tidak 

mendapat upah, yang dikenai sanksi adalah seluruh pesero. 

Selain persek.Lttuan firma, dikenal juga persekutuan komanditer atau disebut juga 

perseroan komanditer. Dalam Kitab Undang-Undang Hukurn Dagang, perseroan 

komanditer juga dikenal sebagai perseroan secara melepas uang. Pada Pasal 19 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa perseroan secara 

melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang 

atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk 

selurulmya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada 

pihak lain. Pada persekutuan komanditer, dikenal adanya sekutu pasif dan sekutu 

aktif Sekutu pasif adalah pemilik: modal yang tidak menjalankan perusahaan. 
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Sementara sekutu ak1if adalab sekutu yang selain menyetorkan modal , juf!a tun1t 

menjalankan pemsahan. Tanggung jawab yang lebih besar terletak ditangan sekutu 

aktif. Jika pemogokan teijadi dan pekerja tidak mendapatkan upah , maka yang 

bertanggung jawab adalah sekutu aktif. lni dikarenakan bahwa kebijakan pcrusahaan 

- yang mengak:ibatkan pekerja yang melakukan pemogokan tidak mendapatkan upah­

ditentukan oleh sekutu aktif. Jadi, yang dikenai sanksi pidana adalah sekutu aktif. 

Dalam bukum perdata Indonesia dikena1 tiga macam badan hukum, yaitu 

perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi . Perseroan terbatas, dan juga badan hukum 

lain, adalah subyek bukum fiksi. Karena itu, yang bertindak mewakili subyek hukum 

ini adalah para direksi a tau penanggung jawabnya. T ermasuk dalam hal pemogokan . 

Jika upah para pekerja yang melakukan pernogokan tidak dibayar, ya ng di tuntut 

memang badan hukum itu, akan tetapi, karena badan hukum tersebut adalah subyek 

hukum fiksi , maka yang mewakili untuk rnenerima pidana adalah dewan direksi atau 

penanggung jawabnya. Karena itu, yang bertanggung jawab apabila pekerja yang 

melakukan pemogokan tidak menerirna upah adalab dewan direksi atau penanggung 

jawabnya. Pada koperasi dan yayasan, yang bertanggung jawab adalal1 pengurus 

koperasi atau pengums yayasan tersebut. 

Sernentara itu, dari mmusan pasal177 angka (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 

1997, dapat disimpulkan bahwa kata 'barangsiapa' mengacu pada pelaku pemogokan. 

Sesuai dengan pasal 74 Undang-undang Nomor 25 tahun 1997, setiap pekerja berhak 

melakukan pemogokan. Jadi, pekerja secara individu pun berhak melakukan 

pemogokan. Akan tetapi, pemogokan satu orang pekerja atau beberapa orang pekerja 
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tidak akan berpengan1h bagi pemsahaan. Karena itu, yang dimaksud dengan 'pekeija' 

disini adalah gabtmgan para pekerja. Akan tetapi, gabungan pekerja tersebut tidak 

berbentuk seerikat pekeija. Hal ini sering teijadi para perusahaan yang tidak 

mempunyai serikat peker:ja. Contohnya, pada perusahaan yang bam saja berdiri. 

pemogokan. 

Dalam hukum pidana, yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan 

pidana dapat dibagi atas 4 macam, yaitu44
: 

1. Orang yang melakukan (pledger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah 

berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. 

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pledger). Disini sedikitnya ada dua 

orang, yaitu orang yang menyuruh (doen pledger) dan yang disumh (pledger) . 

.ladi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia 

menyuru.h orang lain. 

3. Orang yang tumt melakukan (medeplegder). 'Turut melakukan' dalam arti 

kata 'bersama-sarna rnelakukan ' . Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah 

orang yang melakukan (pledger) dan orang yang ttrrut melakukan 

(medepledger) peristiwa pidana tersebut. Disini diminta~ bahwa kedua orang 

itu semuanya melakllkan perbuatan pelaksanaan, jadi melalmkan anasir atau 

elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misa1nya hanya melakukan 

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya rnenolong, sebab 

44 R. Soesilo, op. cit., h. 73. 
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jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk 'medep1edger' 

akan tetapi dihukum sebagai 'membantu melakukan ' (medeplichtige). 

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai 

kekerasan, dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu 

( uitlokker) . 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bal1wa setiap pekerja yang 

melakukan pemogokan tanpa memberitahukan instansi yang bervvenang dapat 

dijatuhi sanksi pidana. 

Selain pekeija secara individu, pemogokan juga dilakukan oleh serikat pekerja. 

Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 78 Undang-tmdang Nomor 25 talnm 

1997. Serikat pekerja, menurut pasal I angka I 0 Undang-undang Nomor 25 talmo 

1997, adalah organisasi pekeija yang bersifat mandiri , demokratis, bcbas, dan 

bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh, trntuk, pekeija gtma memperjuangkan 

hak dan kepentingan kaum pekeija dan keluarganya. Memang, tidak ada ketentuan 

hukum yang menyebut secru·a jelas bal1wa serikat pekerja adalah badan huktml . Akan 

tetapi, serikat pekeija mempunyai ciri seperti badan huktnn, yaitu, mempunyai harta 

kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pengurus. Hal ini dinyatakan pada Pasal 

32 UU No. 21/2000. Serikat pekeija mempunyai strul..'iur organisasi yang bentiung 

pada Ketua Serikat Pekerja. Sebagai badan hukwn, yang berhak mewakili serikat 

pekeija adalah Ketua Serikat Pekeija. Demikian pula apab:ila teijadi pemogokan tanpa 

pemberitalman pada instansi yang berwenang, yang hams bertanggung jawab adalah 

ketua serikat pekeija. Hal itu dikarenakan segala kebijakan serikat peke:rja, termasuk 
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diantaranya masaJah pemogokan, dikeluarkan dan disetu_iui oleh Ketua Serikat 

Pekerja. 

Didalam UU No. 21 /2000 tcntang Serikat Pckcrja/Serikat Buruh dikenaJ dua 

macam serikat pekerja, yaitu scrikat pekcrja di pcrusahaan dan serikat pekelja diluar 

perusahaan . Serikat pekerja di perusahaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal l 

angka 2 U1J No. 21/2000, adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didin"kan oleh 

para pekerjalbumb. di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Serikat pekerja di 

luar perusahaan, menurut Pasal I angka 3 UU No. 21/2000 adalah serikat 

pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerjalburuh yang tidak bekerja di suatu 

perusahaan . Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk daJarn 

menerima sanksi pidana. 

Selain pekerja dan serikat pekerja, pelaku pemogokan adalah gabungan serikat 

pekerja. Gabungan serikat pekerja, menurut PasaJ 1 angka 1 1 Undang-undang Nomor 

25 tahun 1997 adalah beberapa serikat pekerja yang bergabung atas dasar lapangan 

pekerjaan. Contolmya adalah Gabungan Serikat Pekerja Perhotelan . Sebenamya, 

gabungan serikat pekerja tidak jaub. berbeda dengan serikat pekerja. Perbedaanya 

hanyalah gabungan serikat pekerja terdiri dari beberapa serikat pekerja sejenis. 

Gabungan Serikat Pekerja diketuai oleh Ketua Gabtmgan Serikat Pekerja. Sarna 

dengan serikat peke:rja, apabila teijadi pemogokan tanpa izin dari pibak yang 

berwenang, maka yang bertanggung jawab adalah Ketua Gabungan Serikat Pekerja 
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3.3 Instrumen Pem.beri Sanksi 

Sanksi yang dijatuhkan, baik kepada pengusaha maupun pekerja adalah sanksi 

pidana. Karena itu, yang berhak untuk menjatuhkan adalah hakim melalui putusan 

pengadilan. 

Sanksi diberikan bersamaan dengan putusan pengadilan. yang menyatakan bahwa 

si pengusaha atau si pekeija bersalah. Jika tidak ada putusan pengadilan, maka sanksi 

tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sebelum ada putusan pengadilan, tidak ada seorang 

pun yang dapat menyatakan bahwa terdakwa (si pengusaha atau si pekeija) bersalah . 

HaJ itu sesuai dengan asas presumtion ~f innocent. 

Karena sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana, maka terdakwa (baik 

pengusaha maupun pekerja) hams menempuh proses pemeriksaan terlebih dahulu . 

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. 

Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Huill.lll Acara Pidana, hakim 

tidak boleb menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang­

kurangnya dua alat bukti yang sal1 ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar teijadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Menurut pasal 184, alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi; keterangan ahli; 

surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Jadi, tanpa adanya bukti, hakim tidak bisa 

mernutuskan bahwa si terdakwa bersalab dan menjatuhkan sanksi pidana. 



BAB IV 

PE1'-JUTUP 



BABlV 

KESIMPULAN dan SARAN 

Dari penehtian yang dilakukan didapatkan kesimpulan-kesimpuian sebagai 

berik:ut: 

1. Kesimpulan 

66 

a. Pada kenyataannya, per\indungan hukum itu tidak beriaku efektif Hal itu 

dikarenakan pengawasan dari pihak yang berwenang (cq. Depnakertrans dan 

kepolisian) beimn optimaL H<tl itu dikarenakan Undang-tmdang Nomor 25 

tabtm 1997 baru berlaku pada talmn 2004 sehingga tidak bisaberfungsi secara 

maksimaL 

b. Sanksi yang diberikan bagi pekerja yang me\akukan pemogokan tanpa 

pemberitabwJ tedebih daimiu berupa pidana kunmgan selama 6 (e11am) buian 

dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (iima puiuh juta rupiah)_ Karena sanksi 

yang diberikan bempa sanksi pidana, maka mekanisme penjatuhannya 

memakai hukum acara pidana 

Berlandaskan pada kesimpuian-kesimpuian di atas, maka dapat disarankan 

sebagai berik:ut : 

2. Saran-saran 

a. Undang-tmdang Nomor 25 talmo 1997 tentang Ketenagakerjaan hendaknya 

diberlakukan sesegera munglcin. 

b. Polisi hendaknya bersikap proak:tif da1am menyehdiki kasus pemogokan. 
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Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbumhan 
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PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDAJ~GNO.ll TAHUN 1998TENTANGPERUBAHAN 
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 25 T AHUN 1997 

TENT ANG KETENAGAKERJAAN 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2000 

Tanggal 25 September 2000 

PRESIDEN REPUBLIK T"NDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1998 tentang Pembaban Berlakunya 

Undang-w1<lang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan, maka Undang-undang No. 25 
Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mulai berlak'U tanggal 1 Oktober 2000 untuk 
disempumakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada bumf a, Pemerintah telah 
menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagaketjaan 
untuk menyernpurnakan Undang-undang No. 25 Tahun 1997 dimaksud, dan Rancangan 
Undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia melalui surat Presiden Republik Indonesia No. R.ll!PUN/2000; 

c. bahwa berhubung luasnya materi yang dicakup dalam Rancangan Undang-undang tersebut, 
pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia belum dapat diselesaikan sesuai denganjadual yang ditetapkan. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hm.tf a, b, dan c, serta agar 
tidak tetjadi, kekosongan hukum, perlu ditetapkan Peratman Pemetintah Pengganti 
Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang 
Pembahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan; 

Mengingat 
1. Pasal22 ayat (1) Undang-Und<mgDasm 1945; 
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 

25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
PERATURAN PEMERJNTAH PENGGGANTIU NDANGUNDANGTENTANG PERUBAHAN 
AT AS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 T AHUN 1998 TENT ANG PERUBAHAN 
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAl-fUN 1997 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal I butir l diubah, sehingga berbunyi sebagai betikut: 
" l. Ketentuan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan, 

diubah menjadi sebagai beril-.'Ut: 

www.hukumonline.com 



www.hukumonline.com 

Pasal 199 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 199'7 tentang Ketenagaketjaan mulai berlaku pada tanggal 
1 Ohober 2002." 

l)asal IJ 

Peraturan Pemetintah Pengganti Undang-undang mt mulai berlaku pada tanggal 
eli w1dangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalan1 Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakatta 
Pada tanggal 25 September 2000 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

ABDURRAHMAN WAlUD 

LEMBARAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 167 
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UMUM 

PENJELASA1'i 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH PENGG.A.'\lTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 1998 TENTANG 

PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 
TAHUN 1997 TENTANG KETE:\'AGAKERJAAN 

Melalui Undang-u.ndang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakw1ya 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan, mulai berlak"Lmya Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan ditw1da dati yang semula berlaku tanggal l 
Oktober 1998 menjad.i mulai berlaku pada tanggal I Oktober :woo. 

Penundaan bedakunya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melak-ukan perubahan 
atau penyempumaan terhadap Undang-undang 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan agar sesuai 
dan dapat mengakomodasi terhadap perkembangan polilik, ekonomi, dan sosial yang telah 
melahiikan nilai-nilai baru dalam masyarakat. 

Untuk melakukan perubahan dan penyempumaan tersebut, Pemerintab melalui Amanat 
Presiden nomor R.ll/PUN/2000 tanggal8 Mel 2000 telah mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan 
Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-W1dang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 
Rancangan Undang-undang tersebut telah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Repu.blik 
Indonesia sampai pada pembicaraan tingkat n pada tanggal 10 Juli 2000. 

Mengingat keterbatasan waktu dan luasnya Gik.-upan mateti yang harus dibahas dengan 
cem1at, berakibat pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut belum dapat diselesaikan 
sebelwn tanggal 1 Oktober 2000. Sementara itu, w1tuk menghasilkan undang-Lmdang yang 
memenuhi harapan masyarakat diperlukan kecem1atan dalam pembahasan di samping waktu yang 
memadai. 

Oleh karena itu, agar tidak tetjadi kekosongan huk-um, Pemetintah memandang perlu untuk 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang pada dasamya mengubah 
ketentuan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagaketjaan menjadi l 
Oktober 2002. 

PASAL DEMl PASAL 

Pasall 
Cukup jelas 

Pasalll 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLlK INDOI\ff:SIA NOMOR 4004 
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